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Abstrak: Hukum Tata Negara adalah disiplin ilmu yang mengkaji struktur kenegaraan,  hubungan  antar organ  negara,  

dan  interaksi  antara  negara. Seperti yang dapat dilihat dari awal kemerdekaan hingga saat ini, HTN di Indonesia 

memiliki sejarah yang cukup panjang. Dari waktu ke waktu, HTN tidak tetap sama tanpa adanya perubahan sama sekali.  

Tujuan utama dalam  penelitian  ini  adalah  untuk memahami  bagaimana  perkembangan HTN, implikasi dan dampak 

dari perkembangan HTN di era modern. Penelitian ini menggunakan metode literatur reviuw, yaitu dengan menganalisis 

dari beberapa artikel dengan tujuan untuk memahami perkembangan, implikasi, dan dampak perkembangan dari HTN 

di era modern.  Penulisan  dilakukan  dengan  ruang lingkup hukum,  teori,  dan  dasar UUD 1945 yang berhubungan 

dengan HTN serta perkembangannya di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan sejarah HTN di 

Indonesia tidak luput dari Undang-undang yang dipergunakan pada setiap masa. Mekanisme pemerintahan di setiap 

masa Undang-Undang Dasar yang dipergunakan pada setiap masa tidak sepenuhnya sama dengan yang lainnya. 

Penelitian ini menyoroti perlunya kolaborasi interdisipliner dalam menelaah dan mengembangkan HTN untuk 

mendukung tantangan kontemporer ketatanegaraan. 

Kata Kunci: Hukum Tata Negara, Perkembangan, Implikasi. 

Abstract: Constitutional Law is a discipline that examines the structure of the state, the 

relationship between state organs, and the interaction between states. As can be seen from 

the beginning of independence until today, HTN in Indonesia has a long history. From 

time to time, HTN does not remain the same without any changes at all.  The main 

purpose of this research is to understand how the development of HTN, the implications 

and impacts of the development of HTN in the modern era. This research uses the 

literature review method, namely by analyzing several articles with the aim of 

understanding the development, implications, and impact of the development of HTN in 

the modern era.  The writing is done with the scope of law, theory, and the basis of the 

1945 Constitution relating to HTN and its development in Indonesia. The results showed 

that the historical development of HTN in Indonesia did not escape from the laws used at 

each time. The mechanism of government in each period of the Constitution used in each 

period is not entirely the same as the others. This research highlights the need for 

interdisciplinary collaboration in analyzing and developing HTN to support 

contemporary constitutional challenges. 
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Introduction 

Republik Indonesia didirikan berdasarkan prinsip hukumyang berfungsi sebagai 

landasan utama dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan bangsa. Hal ini tertuang 

dalam UUD 1945, Pasal 1 Ayat 3 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara 

hukum". Dengan demikian, bunyi pasal tersebut telah dijelaskan secara autentik serta 

memiliki nilai yuridis yakni Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (prechstaat) bukan 

kewenangan (machstaat)(Prof. Jimly Asshiddiqie et al., 2020). Dengan demikian UUD 1945 

yang ditetapkan sebagai hukum yang mengatur pemerintahan, kekuasaan, dan struktur 

kelembagaan negara, menjadi pilar utama konsep negara hukum tata negara di Indonesia.  

Setelah Era Reformasi Indonesia pada tahun 1998, hukum ketatanegaraan dinilai 

lebih dinamis. Pernyataan tersebut dapat dilihat dari perubahan konstitusi yang dilakukan 

dalam Undang-Undang Dasar 1945. UUD NRI 1945 awalnya terdiri atas 71 ketentuan. 

Namun, kemudian diubah 4 kali, dari tahun 1999 hingga 2002, UUD NRI 1945 sekarang 

terdiri dari 199 ketentuan. Bahwa setelah perubahan, hanya 25 butir ketentuan yang tetap. 

Selain itu, jika diakurasikan kembali, lebih dari tiga puluh persen ketentuan tersebut akan 

dianggap sebagai ketentuan yang baru. Hal inilah yang membuat Hukum Tata Negara 

berkembang dengan cepat. Namun, kemajuan ini dianggap telah mengubah implemenasi 

Hukum Tata Negara dari fokus yang menjadi semakin politis ke arah yang lebih 

pragmatis(Rahaditya et al., 2024).  

Hukum tata negara merupakan komponen penting dalam membangun struktur 

pemerintahan Indonesia, karena HTN (hukum tata negara) melindungi hak asasi manusia 

serta berfungsi sebagai sengketa yang menyatukan pemerintah serta rakyat Indonesia. 

Dalam hal ini, hukum tata negara adalah keadilan bagi rakyat Indonesia(Triadi & 

Rangoraja, 2024). Tujuan penelitian ini adalah untuk menelusuri Indonesia sebagai negara 

hukum, perkembangan sejarah hukum tata negara, serta implikasi pertumbuhan sejarah 

hukum tata negara di era modern. 

Methodology 

Penelitian ini menggunakan metode literatur reviuw. Jadi literatur reviuw yakni 

penelitian dengan melihat beberapa studi literatur yang diperlukan untuk penelitian 

tersebut. Tujuan dari peneliti menggunakan metode ini adalah sebagai langkah awal dalam  

perencanaan penelitian yang akan menggunakan literatur untuk mendapatkan data di 

lapangan tanpa harus langsung ke sana. Jadi dengan memilih metode ini memungkinkan 

peneliti untuk memahami secara mendalam mengenai perkembangan, implikasi dan 

tantangan hukum tata negara. 

Result and Discussion 

Indonesia Sebagai Negara Hukum 

Sistem negara hukum didasarkan pada prinsip-prinsip hukum, demokrasi, legalitas, 

dan kesetaraan di hadapan hukum. Negara hukum menjunjung tinggi hukum atau 

konstitusi yang paling mendasar (konstitusi/grondrecht), pelaksanaan program-program 

pemerintah berdasarkan prinsip-prinsip hukum (funthamentale recht/principal of law), 
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persamaan di mata hukum (equality before the law), serta perlindungan terhadap martabat 

manusia (humanright)(Qomar et al., 2018). 

Sebuah negara harus diakui sebagai negara yang diperintah oleh aturan hukum. 

Perwujudan dari jaminanan hukum adalah terlaksananya penegakan hukum atas suatu 

tindakan tanpa melihat siapa telah yang melakukannya. Dengan demikian, kepastian 

hukum akan menjamin bahwa masyarakat dan pemerintah dapat melakukan suatu 

tindakan yang sesuai dengan ketentuan hukum(Anggiani, 2022). Hal ini bertujuan untuk 

melarang penguasa bertindak sewenang-wenang; otoritas dan kekuasaan negara dan 

politik harus didefinisikan dengan jelas dan tidak dapat dilampaui. Maka berdasarkan latar 

belakang yang sudah dibahas, negara hukum Indonesia adalah warisan dari para 

pendahulu Indonesia(Pranata et al., 2024). 

Era kolonialisme berakhir dengan diproklamasikannya Proklamasi Kemerdekaan 

Indonesia, yang menjadi momen krusial dalam sejarah Indonesia meraih kemerdekaaan  

pada 17 Agustus, menurut UUD 1945 langkah awal dimulainya pemerintahan negara yang 

berdasar atas hukum ialah pedoman utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai 

negara hukum, hal ini secara implisit dinyatakan didalam Pembukaan Undang-Undang 

Dasar 1945 alinea ke 4: “untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan 

keadilan social"(Pranata et al., 2024). 

 

Perkembangan Hukum Tata Negara Pasca Kemerdekaan 

A. Pasca Pemberlakuan UUD 1945 

Sejarah awal berdirinya Indonesia, UUD pertama diterapkan ialah Undang-

Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar RI pertama kali tetapkan pada 18 Agustus 

1945, kemudian berlanjut di Indonesia hingga 27 Desember 1949. Yang pertama adalah 

Naskah UUD, yang dijelaskan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia(PPKI). 

Penyusunan naskah Rancangan Undang-Undang Dasar 1945 diawali dengan 

musyawarah oleh BPUPKI yang dilakukan pada 28 Mei 1945(Reyhan et al., 2024a). 

Bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya melalui proklamasi. Merdeka 

bermakna bahwa bangsa Indonesia memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi 

nasibnya dan tanah airnya dalam kehidupan. Oleh karena itu, proklamasi berfungsi 

sebagai landasan bagi peraturan perundang-undangan terbaru. Proklamasi berfungsi 

sebagai asas atau pedoman hukum nasional. Artinya, Proklamasi Kemerdekaan RI 

pada 17 Agustus 1945 ditetapkan sebagai pedoman hukum bagi peraturan-peraturan 

perundang-undangan yang dibentuk  RI. Oleh karena itu, wajar jika pada saat sidang 

Proklamasi, PPKI langsung menjelaskan bahwa UUD 1945 merupakan dokumen dasar 

bagi Bangsa Indonesia(Asiva Noor Rachmayani, 2015). 

Setelah proklamasi pada 17 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 awalnya 

diumumkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Saat masa ini, 

ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945 telah selesai disusun dan ditandatangani oleh 
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Pemimpin negara dan wakilnya, ialah Ir. Soekarno dan Drs. Muhammad Hatta. Sebagai 

anggota dari ketatanegaraan dan pemerintahan, KNIP Komite Nasional Indonesia 

Pusat dibentuk. Komite Nasional Indonesia Pusat  bertugas untuk membantu petinggi 

negara atau Presiden untuk menjalankan tugas umum dan Lembaga MPR, DPR, dan 

DPA  pada saat lembaga tersebut selesai dibentuk. Sekitar 135 tokoh menjadi anggota 

KNIP terdiri dari para perjuang, tokoh agama, pimpinan partai, tokoh masyarakat, 

tokoh ekonomi, dan lain-lain. Pada 2 September, Ir. Soekarno membentuk dan 

memimpin kabinet pertama yang dipimpinnya secara diam-diam(Kurniawan, 2002). 

 

B. Ketatanegaraan Berdasarkan Konstitusi RIS 

Dalam sejarah Indonesia, Belanda telah menyatakan keinginannya untuk 

mendapatkan kembali kemerdekaannya selama perang Agresi 1 dan 2 tahun 1947 dan 

1948. Belanda gagal menguasai Indonesia karena perlawanan sengit bangsa Indonesia. 

Konferensi Meja Bundar (KMB) diselenggarakan pada tahun 1949 di kota Den Haag, 

Belanda. Salah satu kesepakatan Konferensi Meja Bundar ialah berdirinya RIS 

(Republik Indonesia Serikat). Seperti yang tercantum dalam KMB, pengesahan 

Konstitusi Republik Indonesia Serikat juga dimulai pada 27 Desember 1949(Satia et al., 

2019). 

Dengan didirikannya RIS (Republik Indonesia Serikat), NRI secara hukum 

tetaplah eksis. Negara Republik Indonesia berubah status sebagai salah satu negara 

anggota Republik Indonesia Serikat. UUD 1945 yang awalnya berlaku untuk semua 

wilayah Indonesia hingga tanggal 27 Desember 1949. Negara Republik Indonesia 

Serikat dengan Konstitusi RIS-nya diterapkan cukup singkat sebab tidak sesuai dengan 

semangat proklamasi kemerdekaan sebagai negara kesatuan, bukan menghendaki 

negara dalam negara, hingga beberapa negara bagian semakin menjauhkan negaranya 

dari NKRI(Asiva Noor Rachmayani, 2015).  

Negara RIS didirikan oleh KMB (Konferensi Meja Bundar) antara Belanda dan 

negara Indonesia di kota Den Haag pada 23 Agustus 1949. Hal ini berarti bahwa 

pemerintah Belanda harus memberitahukan kepada Pemerintah Republik Indonesia 

Serikat tentang wilayah Indonesia. Selain itu, Republik Indonesia mendeklarasikan 

kemerdekaannya dari Republik Indonesia Serikat, menjadikannya salah satu negara 

terkuat di negara ini(Santoso, 2013). 

Negara-negara Serikat yang dibentuk secara federal, seperti Indonesia Timur, 

Sumatra Timur, Pasundan, Selatan, Jawa Timur, Madura, dan lainnya, termasuk di 

antara wilayah kekuasaan Belanda. Akan tetapi, meskipun terdiri dari negara-negara 

Serikat, mengacu pada tujuannya untuk menegakkan RI, yang dikumandangkan 

kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945(Reyhan et al., 2024b). 

 

C. Ketatanegaraan Berdasarkan UUD Sementara 1950 

RIS dibubarkan sebagai hasil dari terbentuknya UUD 1950. Demonstrasi besar-

besaran yang memaksa agar RI kembali sebagai NKRI(Negara Kesatuan Republik 

Indonesia) mengakibatkan pembubaran RIS. Karena sifatnya yang sementara, 
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konstitusi disebut sebagai “konstitusi interim”. menunggu konstitusi baru yang dipilih 

melalui pemilihan umum oleh Majelis Konstituante. Hal ini terdapat pada UU Nomor 

7 Tahun 1950, yang terjadi disidang pertama babak ketiga rapat ke-71 DPR mengubah 

UUD Sementara Negara Republik Indonesia menjadi Konstitusi Sementara Republik 

Indonesia. Negara RIS terbentuk sebagai hasil kesepakatan antara Indonesia dan 

Belanda . Indonesia menerima RIS karena keadaan mendesak. Namun, karena RIS yang 

dibuat oleh KMB tidak sesuai dengan nilai dan perjuangan rakyat Indonesia, pada 27 

Desember 1949, Indonesia kembali menjadi negara yang bersatu. Oleh karena itu, 

Undang-Undang Dasar Sementara 1950 diterapkan pada 18 Agustus 1950(Santoso, 

2013).  

Pemerintah RIS dan Pemerintah Indonesia setuju terhadap Rancangan Undang-

Undang Dasar Sementara RI pada 20 Juli 1950. Setelah itu, rancangan ini dikirim untuk 

DPR dari Pemerintah RIS dan juga Badan Pekerja KNP oleh Pemerintah Indonesia agar 

mendapat persetujuan. Pada Sidang Istimewa BP KNP di Yogyakarta pada 15 Agustus 

1950, Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Undang-Undang yang mengandung teks UUDS RI adalah UU No. 7/1950 

(LN 1950/56) dan mulai berlaku pada 17 Agustus 1950 (pasal 11 ayat 1). Dengan 

demikian, pada 17 Agustus 1950, bangsa Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan 

Republik Indonesia seperti yang dideklarasikan pada Proklamasi 1945(Reyhan et al., 

2024b). 

 

D. Ketatanegaraan Berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 

Diundangkannya konstitusi Indonesia merupakan peristiwa penting dalam 

sejarah negara. Ketetapan presiden pada 5 Juli 1959 ialah dekrit ke-4 dalam history 

ketatanegaraan di negara Indonesia sesudah Deklarasi kemerdekaan pada 17 Agustus 

1945. Yakni Pada babak pertama, UUD 1945 disetujui mulai tanggal 18 Agustus 1945 

sampai  27 Desember tahun 1949. Lalu babak kedua, UUD RIS disetujui dari 27 

Desember 1949 hingga pada Agustus 1950. Pada babak ketiga, dari 17 Agustus 1950-

1959, konstitusi sementara digunakan. Keputusan Deklarasi Presiden yang dikeluarkan 

pada 5 Juli 1959 dan kegagalan Majelis Badan pembuat konstitusi untuk membentuk 

konstitusi baru sebagai pengganti UUD Sementara 1950 adalah hubungan yang tidak 

dapat dipisahkan. Majelis Konstituante tidak dapat mencapai kesepakatan karena tidak 

ada kekuatan politik yang dapat memperoleh 2/3 suara(Prof. Jimly Asshiddiqie et al., 

2020). 

Dari tahun 1959 hingga 1966, diselenggarakannya sistem demokrasi dipimpin. 

Dalam sistem demokrasi ini, pemimpin negara, dan kemudian Presiden Soekarno, 

bertanggung jawab atas semua keputusan. Konstituante berkumpul untuk membahas 

bagaimana penggantian UUD 1950. Namun ternyata Majelis Konstituante tidak dapat 

membentuk konstitusi yang dapat menggantikan UUD 1950(Hanafi & Ansorullah, 

2021). 

Majelis Konstituante melaksanakan masa jabatan umum presiden termasuk 

yakni mulai pada 29 April hingga dengan 13 Mei 1959 dan 16 hingga 26 Mei tahun 1959. 
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Ini melibatkan rekomendasi presiden dan juga para pemerintahan untuk memulihkan 

UUD 1945. Salah satu keputusan yang diumumkan adalah pembubaran Majelis 

Konstituante dan pengembalian UUD 1945 dan 1950 yang tidak berlaku lagi. Menurut 

TAP MPRS No. XX/MPRS/1966, dekrit presiden yaitu pada tanggal 5 Juli 1959 berfungsi 

sebagai  sumber jujur. Sejak tanggal itu, dekrit presiden berfungsi sebagai "sumber 

hukum untuk diundangkannya kembali UUD 1945." la disahkan sebagai dasar hukum 

darurat negara karena situasi ketatanegaraan dianggap berbahaya bagi Kesatuan dan 

keamanan negara, tanah air, serta rakyat.” Ada juga yang mengatakan Sekalipun 

ketetapan tanggal Langkah darurat yang diambil pada Juli 1959 memiliki kekuatan 

hukum didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia, yang membuktikan bahwa DPR 

Hasil dari pemilihan umum 1955 menyetujui dengan Keputusan yang diambil secara 

aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959(Santoso, 2013). 

 

Implikasi dan Hambatan Perkembangan Hukum Tata Negara di Indonesia Pada Era 

Modern 

Hukum Tata Negara Indonesia sudah berubah berkali-kali seiring dengan 

perkembangannya melalui fase-fase yang berbeda. Kesimpulan yang jelas adalah bahwa 

sistem dan evolusi ketatanegaraan Indonesia akan terpengaruh ketika UUD 1945 

diamandemen.  Karena hal ini telah disebutkan dalam Pasal 37, maka amandemen UUD 

1945 dapat dilakukan. Karena kita sadar bahwa hukum selalu berfungsi untuk memenuhi 

tuntutan masyarakat, maka hal ini secara praktis sudah pasti. Oleh karena itu, hukum akan 

terus berubah untuk merefleksikan kebutuhan masyarakat. Perubahan sistem 

konstitusional Indonesia memiliki beberapa dampak penting. Pertama, pada bulan 

November 1945, para menteri bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan bukan 

hanya membantu Presiden, sama halnya dideklarasikan didalam Pasal 17 UUD tahun 1945. 

Kedua, Republik Indonesia Serikat (RIS), yang didirikan pada tahun 1949 berdasarkan 

Konstitusi RIS, membawa pergeseran dalam komposisi dan kerangka kerja sistem 

ketatanegaraan(Pranata et al., 2024). 

Namun, dengan diadopsinya UUDS, atau Undang-Undang Dasar Sementara 1950, 

melembagakan sistem pemerintahan parlementer, Indonesia kembali menjadi negara 

kesatuan hanya dalam waktu delapan bulan. Pemerintah membentuk Badan Konstituante 

untuk merancang konstitusi baru ketika diputuskan bahwa UUDS 1950 tidak dapat lagi 

memenuhi tuntutan masyarakat. Sayangnya, badan tersebut tidak dapat menyelesaikan 

penyusunan konstitusi baru . Perubahan signifikan telah terjadi pada bidang ilmu hukum 

sebagai akibat dari modernisasi teknologi. modernisasi teknologi yang berdampak pada 

luasnya cakupan ilmu hukum, yang tidak diragukan lagi memunculkan sejumlah 

tantangan yang bisa dibilang tidak biasa. belum pernah dilakukan sebelumnya(Reyhan et 

al., 2024a). Karakteristik hukum di era kontemporer, antara lain bentuknya yang tertulis, 

berlaku di seluruh wilayah negara, dan berfungsi sebagai alat yang sengaja digunakan 

untuk melaksanakan putusan politik masyarakat.  

Pada periode sekarang ini, kemajuan teknologi sudah  banyak memberikan efek dari 

berbagai sumber, termasuk undang-undang. Kenyataan bahwa undang-undang itu ada di 
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Indonesia yang menjunjung tinggi supremasi hukum, sehingga penerapan hukum 

konstitusional dianggap sebagai hal yang krusial. kondisi hukum. Konsekuensi penting 

lainnya yang dapat diamati antara lain seperti pergeseran fungsi kelembagaan negara di 

era kontemporer, yang dapat berdampak pada operasionalisasi peradilan dan 

memunculkan tuntutan hukum baru seperti lebih banyak. cara peradilan beroperasi; 

menghasilkan tuntutan hukum baru, seperti memperluas atau memodernisasi bidang-

bidang tertentu, termasuk keamanan data pribadi. Selanjutnya, transparansi informasi di 

internet, yang memfasilitasi pemahaman setiap orang tentang hukum, aturan, prosedur, 

dan hasil peradilan. Setiap orang harus mengetahui hukum, aturan, kebiasaan, dan putusan 

yang dibuat oleh pengadilan(Pranata et al., 2024). 

 

Conclusion 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis HTN(Hukum Tata Negara) membuktikan 

bahwa HTN telah mengalami perubahan sepanjang perjalanannya. Hukum Tata Negara 

tidaklah tetap, tetapi terus berubah sesuai dengan kondisi. Mulai dari awal masa pasca 

berlakunya UUD 1945, masa kosntitusi RIS, masa UUD sementara 1950, dan juga masa 

ketatanegaraan berdasarkan dekrit presiden 5 juli 1959. Pada masa awal masa pasca UUD 

1945, UUD tahun 1945 merupakan konstitusi tertinggi yang berlaku di Indonesia, kemudian 

pada tahun 1949 Indonesia menggunakanan Undang-Undang Republik Indonesia Serikat 

karena pada masa Republik Indonesia serikat. Lalu dengan adanya dekrit presiden pada 

tanggal 5 Juli 1959 Indonesia Kembali menggunakan UUD tahun 1945.  

Memasuki era modern, perkembangan HTN turut dipengaruhi oleh modernisasi 

teknologi dan tuntutan globalisasi. Perubahan ini menciptakan tantangan baru, seperti 

kebutuhan perlindungan data pribadi, transparansi informasi, dan penguatan sistem 

hukum dalam era digital. Oleh karena itu, kolaborasi lintas disiplin menjadi penting untuk 

memastikan hukum tata negara tetap relevan dalam menghadapi persoalan kontemporer. 

Perubahan sistem konstitusional yang diatur oleh Pasal 37 UUD 1945 juga mencerminkan 

fleksibilitas hukum untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang terus berkembang. Dengan 

demikian, HTN di Indonesia terus beradaptasi demi menjunjung prinsip negara hukum 

yang demokratis dan berkeadilan. 
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